
.; ; 

' ..... 

BUPATIREJANGLEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR O TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNOAN PEMERlNTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Meni.mbang 

~engingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, 
susunan orga.nisasi, tugas dan fungsi serta ta.ta kerja 
lnspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah denga.n 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka 
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu diubah untuk 
disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong NomoN Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimanR. telah d.iubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara RepubUk lndonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur lnspektorat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1605); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 
Nomor 133). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG 
LEBONG NOMOR l TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA 
KERJA PERANGKAT DAERAH DJ LTNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Orgaoisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
(Serita Daerah Tahun 2023 Nomor 700) diubah sebagai berikut: 

l. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 34 

(1) lnspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan 
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerab dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) lnspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 
lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 
Bupati dan/atau Gubemur sebagai wakil Pemerintab Pusat; 

d. penyusunan laporan basil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; 
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Ketentuan Pasal 35 diubab, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35 

lnspektorat terdiri dari : 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, membawabi : 

1. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan 
c. lnspektur Pembantu Wilayah I; 
d. lnspektur Pembantu Wilayab II; 
e. lnspektur Pembantu Wilayah Ill; 
f. lnspektur Pembantu Wilayah JV; 
g. lnspektur Pembantu Investigasi; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubab dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat 
(3a), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) lnspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, memimpin 
Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
lnspektur. 
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(3) lnspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf c, d, e dan f d.ipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang 
berada d.iba\\'ah dan bertanggung jawab kepada lnspektur melalui 
Sekretaris. 

(3a)Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf g dipimpin oleh Inspektur Pembantu lnvestigasi yang berada 
d.ibawah dan bertanggungjawab kepada lnspektur melalui Sekretaris. 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 d.iubah dan d.itambahkan 2 ayat 
yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) lnspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan 
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), 
lnspektur mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pcngawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegjatan pengawasan 
lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah; 
h. pelaksanaan fungsi lain yang d.iberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
(2a)Dalam hal terdapat terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 

dan/ atau kerugjan negara/ daerah, lnspektorat melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan 
dari Bupati dan/atau Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2b)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf c terdapat ind.ikasi penyalahgunaan wewenang 
dan/ atau kerugian negara/ daerah, lnspektur wajib melaporkan kepada 
Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 38 

( 1) Sekretariat di pimp in oleh seorang Sekretaris. 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan 
koord.inasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan 
fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diroaksud pada ayat (2), 
Sekretaris mempunyai fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan dan pengadmin.istrasian kerja sama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan 
evaluasi pencapaian kinerja; 
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c. pela.ksanaan pengelolaan keuangan; 
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. pela.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 
(2) Sub Bagian sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 

(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 39 ayat (2), mempunyai tugas mela.ksana.kan 
urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan, a.kuntansi, verifikasi, pembukuan 
dan pelaporan keuangan. 

(2) Untuk mela.ksana.kan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), Kepala 
Sub Bagian Admioistrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a . pela.ksanaan adminis trasi kepegawaian; 
b. pela.ksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha lnpektorat; 
c. pela.ksanaan urusan perlengkapan; 
d. pela.ksanaan urusan rum.ah tangga; 
e. pela.ksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan keuangan; 
f. pela.ksanaan perbendaharaan; 
g. pela.ksanaan verifikasi, a.kuntansi dan pelaporan keuangan; dan 
h. pela.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

8 . Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41 

(1) lnspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 35 
huruf c , huruf d , huruf e dan huruf f, mempunyai tugas mela.ksana.kan 
sebagian tu.gas lnspektur lingkup pengkoordinasian pela.ksanaan tugas 
pengawasan terhadap pela.ksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan 
pela.ksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayahnya masing­
masing. 

(2) Untuk mela.ksana.kan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
lnspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi: 
a . penyiapan penyusunan kebija.kan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap Perangkat Daera.h; 
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terbadap 

pela.ksaanaan tugas danfungsi Perangkat Daerah; 
c . pengkoordinasian pela.ksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 
d . pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daera.h; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintaha.n Daerah 

yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah; 



f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; 

g. pelaksanaan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawas 1ntemal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan; 
t. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
J· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

9. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan l (satu) pasal, yakni Pasal 41A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4tA 

(1) lnspektur Pembantu lnvestigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lnspektur 
dalam pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, pengusutan dan 
pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat .khusus dan 
strategis atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
lnspektur Pembantu lnvestigasi mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap Perangkat Daerah; 
b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksaanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 
d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah; 
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan Urusan Pememerintahan Daerah; 
f. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah lainnya; 
g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan; 
h . Pelaksanaan penagawasan untuk tujuann tertentu atas penugasan 

lnspektur; 
i. Penyusunan laporan hasil penagawasa; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

10. Ketentuan struktur organisasi pada Lampiran diubah. 

Ketentuan struktur organisasi Inspektorat pada lampiran Peraturan Bupati 
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Serita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700), diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 



Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal & °h~"'-lori 2024 

SUL EFFENDI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 6 1'etiM.1ori 2024 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 735 
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